
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI NGAWJ 
PROVINS I JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR ~0 T/\HUN 2018 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATf NGAWI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), 
pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), 
Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 19) se bagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara {Lembar·an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 



- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
danTransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 296); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); dan 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur clan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usu 1, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintal1a11 Desa adalah penyelenggaraan urusa.11 pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Musyawai·ah Desa adalal1 musyawarah a.ntat·a BPD, Pemerintal1 Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara 
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 
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14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 

walctu 6 (enam) tahun. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Desa dan BPD. 

17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
dan bersifat 1nengatur. 

18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual 
dan final. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

20. Perubahan APB Desa, yang selanjutnya disebut PAPB Desa, adalah 
perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

21. Penjabaran APB Desa adalah penjabaran obyek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

22. Perubahan Penjabaran APB Desa adalah perubahan penjabaran obyek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

23. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 

24. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 

25. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 
yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 

27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, 
adalah perangkat Desa yang melaksa11aka11 pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD. 

30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
PPKD. 
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31. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 
PPKD. 

32. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

33. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank 
yang ditetapkan. 

34. Sadan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 
dw1 rencw1a pe11w·ikw1 dw1a untuk kegiat8.11 yw1g akan dilaksw1akw1 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 

40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran 
yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peru bahan 
APB Desa dan/ atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat OPAL 
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana pcnarikan 
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran sebelumnya. 

42. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia 
barang/jasa. 

43. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala 
Desa. 
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44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

45. Transaksi non tunai adalah pemindahan sej umlah nilai uang dari satu pihak 
ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), eek, bilyet giro, uang elektronik atau 
sejenisnya. 

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintal1 yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) 
tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

(3) Penetapatan APB Desa mendasar pada perencanaan pembangunan Desa. 

BAB II 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 
b. RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala 
Dcsa. 

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh 
pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 

Bagian Kedua 

Penyusunan RPJM Desa 

Pasal 4 

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan rnisi kepala Desa, arah kebijakan 
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
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(2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan 
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. 

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan 
kegiatan Daerah. 

Pasal 5 

( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari: 

a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan 
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur 
masyarakat lainnya. 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) 
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan 
perempuan. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; 
b. pengkajian keadaan Desa; 
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
d. penyempumaan rancangan RPJM Desa. 

Pasal 6 

( 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM 
Desa. 

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

(3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara. 

Pasal 7 

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan 
dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan basil kesepakatan 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6. 
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(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi 
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 

Bagian ketiga 
Penyusunan RKP Desa 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. 

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari 
pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana 
kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Daerah. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. 

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling larnbal akhir bulan 
September tahun berjalan. 

( 5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 

Pasal 9 

( 1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan 
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 

(2) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut: 

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang 

dibutuhkan. 

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal 
dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat Daerah. 

(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk 
melakukan verifikasi terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 
Biaya. 

Pasal 10 

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua· 

' c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris· dan 
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga p~mberdayaan 

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa d 
masyarakat. , an unsur 

(3) J~~ahbtimaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan 
P mg any 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengi'kutsertak 
perempuan. ' an 

(5) JPem~entukan ~m penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan 
uni tahun beJJalan. 

(6) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan 
masuk ke desa; 

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa· ' 
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan 
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 

Pasal 11 

( 1) Tim penyu~~n ~KP Desa me?yusun daftar usulan Tim pelaksana kegiatan 
Desa sesuai Jen1s rencana kegiatan. 

1m su pa a ayat (1), (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana d · ak d d 
mengikutsertakan perempuan. 

Pasal 12 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP 

Desa. 
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

(3) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara. 

(4) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan 
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan basil kesepakatan musyawarah 
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Iampiran 

rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. 

(6) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
(7) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 

ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. 
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Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui 
camat. 

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnenjadi 
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
kecamatan dan kabupaten. 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 14 

( 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 
kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. 

(5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 15 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas: 

a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 
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Pasal 16 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB 

Desa. 

Pasal 17 

( 1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas 
sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 

barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 
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(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing 
dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pasal 18 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan guna 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan 
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
kepala dusun, lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat. 

(3) Kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat 
dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai 
berikut: 

a. kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan infrastruktur dengan 
nilai anggaran minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) per paket; 

b. kegiatan pengadaan peralatan, mesin, a.lat berat dan kendaraan dengan 
nilai anggaran diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per unit; 
a.tau 

c. kegiatan pengadaan tanah kas desa. 

Pasal 19 

(1) Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ 
peningkatan infrastruktur dengan nilai anggaran minimal Rp.50.000.000,00 
(lima puluh juta) per paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 

a. penanggung jawab; 
b. ketua; 
c. sekretaris; dan 
d. anggota. 

(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai: 

a. sertifikat keterangan ahli/ sertifikat keterangan terarnpil; atau 
b. kemampuan, pemahaman dan pengalaman terhadap teknis 

kegiatan/pekerjaan konstruksi paling sedikit 2 (dua) tahun. 

(3) Pengalaman terhadap teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat pengalaman dari 
lembaga konstruksi yang berbadan hukum. 

Pasal 20 

Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan pengadaan peralatan, mesin, alat berat 
dan kendaraan dengan nilai anggaran diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) per unit dan kegiatan pengadaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dan huruf c, terdiri atas: 

a. ketua; 
b. sekretaris;dan 
c. anggota. 
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Pasal 21 

(1) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 
Pasal 20 adalah 5 (lima) orang. 

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan 
Kepala Desa. 

(4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membantu kaur atau 
kasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan 
pengadaan barang/ jasa sesuai dengan bidang tugasnya, a.ntara Iain: 

a. merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan, penggunaan tenaga kerja, 
kebutuhan bahan, peralatan, gambar rencana kerja, spesifikasi teknis 
dan Rencana Anggaran Biaya; 

b. melaksanakan proses pengadaan penyedia barang/jasa; 
c. mengawasi kehadiran tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan; 
d. menerima hasil pelaksanaan pekerjaan; 
e. menyampaikan bukti transaksi kepada kaur/kasi atas barang/jasa yang 

sudah diterima/ dilaksanakan; dan 
f. melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa 

melalui kaur /kasi. 

Pasal 22 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyetorkan/membayar, menatausahakan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

menyimpan, 
dan 

Desa dan 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan f ungsi kebendaharaan memiliki Norn or 
Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

(4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kaur keuangan, maka Kepala Desa 
melaksanakan pengisian Kaur Keuangan melalui mekanisme mutasi jabatan 
atau penjaringan dan penyaringan. 

Bagian Ketiga 
Honorarium 

Pasal 23 

(1) Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, PKPKD, PPKD dan Tim 
Pelaksana Kegiatan berhak mendapatkan honorarium. 
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(2) Besaran honorarium PKPKD, PPKD dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mendasar pada standar satuan harga honorarium yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB IV 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 24 

( 1) APB Desa terdiri dari: 

a. pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan 
rincian objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 
me11u1ut kelo1npok, jenis dan objek pembiayaan. 

Pasal 25 

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 26 

( 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf a, 
yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi 
hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
kelompok: 

a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain-lain. 

Pasal 27 

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 

a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. lain-lain pendapatan asli desa. 
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(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, antara lain 
bagi hasil BUM Desa. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: 

a. pengelolaan tanah kas Desa; 
b. tambatan perahu; 
c. pasar Desa; 
d. tempat pemandian umum; 
e. jaringan irigasi milik Desa; 
f. pelelangan ikan milik Desa; 
g. kios milik Desa; 
h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Desa; dan 
i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 

(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
antara lain basil pungutan Desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa. 

Pasal 28 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas jenis: 

a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah~ 
C. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten. 

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat 
umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% 
(tiga puluh persen). 

Pasal 29 

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
huruf c, terdiri atas: 

a. penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa; 
b. penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga; 
c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
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e. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 

f. bunga bank; dan 
g. lain - lain pendapatan Desa yang sah. 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 30 

( 1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, yaitu 
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 31 

( 1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai 
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam 
sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 

Pasal 32 

(1) Klasifikasi belanja Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub 
bidang: 

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 
pemeri11tal1ai1 Desa; 

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub 
bidang: 

a. pcndidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
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d. kawasan pennukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan infonnatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(3) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub 
bidang: 

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan keagamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat 

(4) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: 

a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan petemakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan dan perindustrian. 

(5) Klasifika.si belanja Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat 
dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dibagi 
dalam sub bidang: 

a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 

Pasal 33 

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Kegiatan yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah 
bengkok atau sebutan lain dan/ atau bantuan keuangan khusus tidak 
diterapkan dalam ketentuan penggunaai1 paling banyak 30°/o (tiga puluh 
persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 34 

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak terduga. 
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Paragraf 1 
Belanja Pegawai 

Pasal35 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dianggarkan 
untuk kegiatan: 

a. penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan 
kepala desa; 

b. penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan 
perangkat desa; 

c. penyediaan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan 
ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa; dan 

d. penyediaan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja BPD; 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan 
APB Desa. 

Paragraf2 
Belanja Barang dan Jasa 

Pasal 36 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b 
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan 
antara lain untuk: 

a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentifRukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun 
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan 
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, 
serta pemberdayaan masyarakat Desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan Desa. 
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(5) Kepala Desa mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran pemberian barang dalam lampiran Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa. 

(6) Kepala Desa menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran pemberian barang dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian barang pada 
masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur dalam Peraturan Kepala Desa. 

Paragraf 3 
Belanja Modal 

Pasal 37 

( 1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, digunakan 
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 
(dua belas) bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
kegiata.11 penyelenggaraan kewenanga.11 Desa. 

Paragraf 4 
Belanja Tak Terduga 

Pasal 38 

( 1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d 
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari a.krtivitas pemerintah Desa dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya 
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya 
pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami 
kedaruratan. 
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Paragraph 5 
Kriteria Bencana Alam dan Bencana Sosial 

Pasal 39 

( 1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan 
bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial, berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera 
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, meliputi: 

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 
b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; 

dan 
c. penyelamatan serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana. 

Paragraph 6 
Kriteria Keadaan Darurat 

Pasal 40 

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) 
adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan 
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya diluar 
kendali pemerintah Desa yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar 
masyarakat. 

(2) Kriteria sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya 
diluar kendali pemerintah Desa yang menyebabkan terganggunya pelayanan 
dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana 
dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan pcrmukiman, ketentraman ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan 
segera. 

Paragraf 7 
Kriteria Keadaan Mendesak 

Pasal 41 

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) 
adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan 
diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar 
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, 
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial. 
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(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. 

Paragraf 8 
Tata Cara Penggunaan Belanja Tak Terduga 

Pasal 42 

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 
berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) adalah 
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga. 

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dianggarkan melalui APB Desa 
dan/atau Perubahan APB Desa. 

(3) Penganggaran Belanja tak terduga dapat dianggarkan dalam APB Desa 
dan/ atau pergeseran anggaran belanja pada bidang, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau Peraturan Kepala 
Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa. 

(4) Pencairan belanja tak terduga disepakati bersama dalam Musyawarah Desa 
serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada 
Bupati melalui Camat. 

(5) Pelaporan penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga berdasarkan pada 
bukti kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 43 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas 
kelompok: 

a. penerimaan pem biayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pasa.144 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
buruf a, meliputi: 

a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. basil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 

bangunan. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a paling sedikit meliputi 
pelampauan penerimaan pendapatan terbadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) buruf b 
digunakan untuk menganggarkan kebutuban dana cadangan yang 
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) buruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan basil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 45 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana 
buruf b, terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 

Pasal 46 

( 1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
buruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisiban atas 
penerimaan Desa, kecuali dad peneri.maan yang penggunaannya telal1 
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebibi tahun akhir masa jabatan 
kepala Desa. 
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Bagian Keempat 
Penyertaan Modal 

Pasal 47 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dapat 
berupa Uang dan/atau barang. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain 
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang 
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kekayaan 
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam 
APB Desa. 

(4) Penyertaan modal berupa barang dalam bentuk tanah kas Desa dan 
bangunan tidak dapat clijual dan/atau cligunakan sebagaijaminan hutang. 

Pasal 48 

( 1) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 7 diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan 
modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan 
modal. 

(2) Indikator penyertaan modal yang dapat clisertakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) melipu ti: 

a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila sudah 
melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan 
penyertaan modal; dan 

b. penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang 
tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat. 

(3) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan pengkajian terhadap 6 aspek indikator kelayakan 
usaha yang meliputi: 

a. aspek pasar dan pemasaran; 
b. aspek teknis dan teknologi; 
c. aspek manajemen dan sumberdaya manusia; 
d. aspek keuangan; 
e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan 
f. aspek hukum. 

(4) Penilaian analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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BABV 
PENGELOLAAN 

Pasal 49 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban. 

Pasal 50 

( 1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
dilakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. 

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 51 

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaa.11 da.11 pedoman Peratura.11 Bupati 
mengenai Pedoman penyusunan APB Desa yang diatur tersendiri setiap 
tahun. 

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

Pasal 52 

( 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa ten tang APB 
Desa kepada Kepala Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama dalam musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 



- 26 -

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 
sebelumnya. 

(5) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepa!a Desa tentang operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

Pasal 53 

(1) Atas dasar kesepakata.n bersama kepala Desa dan BPD sebagain1ana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengkoordinir penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

Pasal 54 

(1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa kepada carnal. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1), Camat 
membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 

a. Camat selaku ketua; 
b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan 
c. Anggota yang meliputi : Unsur pemerintah kecamatan paling banyak 9 

(sembilan) orang. 

(3) Tim evaluasi Ranca.ngan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 55 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 
(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah BPD. 
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Pasal 56 

(1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam 
pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud 
berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan 
penyempumaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(6) Hasil penyempumaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
Kepala Desa kepada Camat. 

Pasal 57 

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) tidak 
ditindaklanjuti oleh Kepala ·oesa dan Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan 
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi 
Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan 
Keputusan Camat. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai 
penyempumaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan 
dan mendapat persetujuan Camat. 

Pasal 58 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(2) Peraturan Desa ten tang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 
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(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 
tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan 
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Camat dengan tembusan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah ditetapkan. 

Pasal 59 

( 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 
masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 

a. APB Desa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 60 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran 
dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 
(lima puluh persen). 

(4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan 
belanja dalam APB Desa. 

(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap 
mempedomani RKP Desa atau perubahan RKP Desa. 

Pasal 61 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala 
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum dan/ atau sesudah 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 
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(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus ; 

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar 
obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
keadaan mendesak. 

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

Pasal 62 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, 
Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 63 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan 
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank 
yang ditunjuk Bupati dengan Keputusan Bupati. 

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas 
Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan 
spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Pasal 64 

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaporkan 
kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. 

(2) La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian 
penyaluran dana transfer. 

Pasal 65 

Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan 
operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
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Pasa166 

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, 
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 67 

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa. 

Pasal 68 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau 
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang 
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan 
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyeral1kan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa. 



- 31 -

Pasal 69 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah 
disetujui kepala Desa. 

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang 
diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi 
Sekretaris Desa. 

Pasal 70 

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas 
untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala 
Desa. 

Pasal 71 

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat semua 
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan 
pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 

Pasal 72 

( 1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat semua 
pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala 
Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang 
timbul dari penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap 
tindakan pengeluaran sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1). 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu 
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai 
dengan tugasnya. 

Pasal 73 

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui 
Kepala Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakuka11 
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
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(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
melalui swakelola. 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat 
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaa.11 kegiatan tidak dapat dilaksanaka11 melalui swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa. 

Pasal 74 

( 1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengaj ukan SPP dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam 
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan 
kegiatai1 dan anggara11. 

Pasal 75 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara 
swakelola tidak lebih dari 10 ( sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
wajib mengembalikan dana yang sudal1 diterima kepada Kaur Keuangan 
untuk disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada 
Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaia.11 bukti transaksi pembayara.11 dengan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

Pasal 76 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui 
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. 
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(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan: 

a. pemyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
Desa berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang 
tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan basil 
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang 
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. 

Pasal 77 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 
7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

Pasal 78 

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rencana 
Anggaran Biaya pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang 
diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya yang 
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui Rencana 
Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai 
dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada 
Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala 

Desa ditetapkan. 

Pasal 79 

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran 
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak 
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran 
kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. 



- 34 -

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 80 

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dari 
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 
dianggarkan dalam APB Oesa. 

Pasal 81 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 huruf a digunal{an untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 
daripada realisasi belanja; dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan 
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ atau penghematan belanja 
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APB Oesa tahun anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
perhitungan rii1 dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada 
tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 
rancangan OPA untuk disetujui kepala Oesa menjadi OPAL untuk mendanai 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan OPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
kepada kepala Oesa paling lambat pertengahan bulan Oesember tahun 
anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Oesa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang 
akan disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 82 

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b 
dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa. 
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(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan 
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

Pasal 83 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dicatat 
pada pengeluaran pembiayaan. 

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 84 

( 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 
fungsikebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditutup setiap akhir bulan. 

Pasal 85 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: 

a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pembantu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran 
pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. 

Pasal 86 

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: 

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pcmerintah Daerah Kabupaten; 
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b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos 

oleh pihak ketiga; dan . . 
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dan p1hak 

ketiga. 

Pasal 87 

( 1) Pengeluaran atas be ban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang 
telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara 
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiata.11 a.nggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telal1 
disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui 
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada 
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara 
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayal 
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi 
penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh Kaur Keuanga.n. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh penerima dana. 

Pasal 88 

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 
ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan transaksi secara tunai maupun 
transaksi non tunai. 

(2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
cara transfer ke rekening penyedia barang/jasa atau rekening penerima. 

Pasal 89 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sekretaris Desa melaporkan basil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk 
disetujui. 
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Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal 90 

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 
pertama kepada Bupati melalui camat. 

(2) Laporai1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
77 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Pasal 91 

Bupati menyarnpaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling 
lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

Pasal 92 

(1) Kepala Desa menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 
berkenaai1 yang ditetapkan dengai1 Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: 

a. laporan keuangant terdiri atas: 
1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2. catatan atas lapord.Il keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoralt program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

Pasal 93 

( 1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir 
tahun anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 
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Pasal 94 

( 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 92 
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 

a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

Pasal 95 

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, 
Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
OPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa 
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu 
Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan 
Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal96 

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 
yang dikoordinasikan dengan APIP. 

(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan keuangan desa kepada Camat. 

(3) Pembinaan dan pengawasa11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dalam bentuk: 

a. pemberian rekomendasi penyaluran dana transfer dari rekening kas 
umum daerah ke rekening kas desa; 

b. pemberian persetujuan pencairan/penarikan keuangan dari rekening kas 
desa; dan 

c. monitoring dan evaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan 
keungan desa. 
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BAB VII 
PENUTUP 

Pasal97 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 
Tahun 2017; dan 

b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 98 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal IS Oe.wxn\:,er ~o, % 

BU ~TI NGAWI, 

i• 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal I~ DciseMIJer ~Ol8' 

SEKRETARIS DAERAH KABU 

MOKH. SODIQ TRIWIDIY ANTO 

SERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR -20 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR ?-53 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENGEWLAAN KEUANGAN DESA 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A. Format Kode Rekening 
A.1. Daftar Kode Rekening Bldang, Sub Bldang, dan Kegiatan 

Kode BmANG, SUB am.ANG dan KEGIATAN Rekenbu[ 
1 BIDANG PBNYBLERGGARAAN PEMERJRTAHAN DESA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan 
Desa yang mencakup: 

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasllan Tetap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa (Mak:simal 30 % untuk kenatan 1-7) 

1 1 01 Penvediaan Penehasilan Tet.ap dan Tunjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penahasilan Tet.ap dan Tuniangan Peramzkat Desa 
1 1 03 Penvediaan Jaminan Sosial b02i Kepala Desa dan Peranl!kat Desa 
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, 

pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 
1 1 05 Penvediaan Tunian2:an BPD (tuniangan kedudukan BPD) 
1 1 06 Penyediaan Operasional DPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), 

perlengkapan per-kantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, 
listrik/telpon, dll) 

1 1 07 Penvediaan lnsentif/Operasional RT /RW 
1 1 90 Penvediaan Tambahan Tunian2:an Keoala Desa 
1 1 91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Peranrucat Desa 
1 1 92 Penyediaan Tambahan Tunjangan BPD/Tunjangan Lainnya (tunjangan kinerja 

BPD) 
1 1 93 Penvediaan Insentif bruri Ketua RT /RW 
1 1 94 Penvediaan Honorarium Staf Peranllkat Desa 
1 1 95 Penyediaan Honorarium Staf Administrasi BPD 
1 1 96 PurnR TueRs hRlri KenRlR DeRR dRn/Rtau PerRn~kRt DesR 
1 1 97 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tet.ap, 

Tunian2an dan Ooerasional Pemerintahan Desa 

1 2 Sub Bldang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (a.set tetap) perkantoran/pemerintahan (mebel, lemari 

kabinet, komputcr, printer, dll) 
1 2 02 Pemeliharaan Gedun2/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pembansrunan/Rehabilitasi/Peninrucatan Gedun2/Prasarana Kantor Desa.-
1 2 90 Lain-lain Kelriatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa. 

1 3 Sub Bidang Admlnlstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik dan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat 
Pen2:antar/Pelavanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluaraa, dll) 

1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan 
ootensi desa}-

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan 

Pencat.atan Sipil 
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisioatif 
1 3 90 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 

dan Kearsipan 

1 4 Sub Bldang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 
Pelaporan 

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa 
(Musdes, Musrenban2:des/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat re2Uler) 
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02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., 
vane: bersifat non-resruler sesuai kebutuhan desa) 

03 Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dlll 
04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ­

APB Desa. dan seluruh dokumen terkaitl 
05 Pene.:elolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 
06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 

Pembanmman/ Keuane:anl 
07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 
keterangan akhir tahun ane:{rafan, informasi keoada masvarakat} 

08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 
09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pem bangunan 

Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabuoaten, Pihak Ketiga, dll)-
1 O Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang 

meniadi wewenane. Desa) 
11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam 

mengikuti Lomba Desa 
90 Pelaksanaan Penmsian Perane:kat Desa 
91 Pelaksanaan Pene:elolaan Keuane:an Desa 
92 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, 

Keuann:an dan Pelaooran 

1 S Sub Bldana: Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi 

Ae:enda Pertanahan} 
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 
1 5 05 Penvuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bane.:unan (PBB) 
1 5 07 Penentuan/Penee:asan/Pembanmman Batas/Patok Tanah Desa -
1 5 90 Lain-lain Kcmatan Sub Didane: Pertanahan 

2 BIDANG PBLAKSANAAN PBMBANGUNAN DBSA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga 
terkait denJtan oembane:unan non fisik senerti pengembangan dan oem binaan, 

2 1 Sub Bldang Pendldlkan 
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 

Desa-(Bantuan Honor Pene:aiar, Pakaian Semaam, Operasional, dstl 
2 1 02 DukunJtan Penvelenaaaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bWli Masvara.kat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ 

Sane:e:ar Belaiar Milik Desa -
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 

Non- Formal Milik Desa-
2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat 

Peraga Edukatif {APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 
Desa-

2 1 07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ 
Taman Bacaan Desai Sanaaar Belaiar Milik Desa-

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor 
PeniSRa untuk Pemustakaan/Taman Bacaan Desa) 

2 1 09 Pene:embangan dan Pembinaan Samm:ar Seni dan Belaiar 
2 1 10 Dukummn Pendidikan baoi Siswa Miskin/Berorestasi 
2 1 90 Lain-lain Kee:iatan Sub Bidane: Pendidikan 

2 2 Sub Bldansr Kesebatan 
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-

obatan; Tarnbahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan 
KB dan Alat Kontraseosi baili Keluare:a Miskin, dst) 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas 
Lansia, Insentif Kader Posvandu) 
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2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll} 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan/Pengelolaan Ambulan 
Desa, dll) 

2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaia (PMR) tingkat desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upay-a Kesehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posvandu/Polindes/PKD 
2 2 09 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana 

Poswmdu /Polindes/PKD -
2 2 90 lain-lain kesrlatan Sub Bidane: Kesehatan 

2 3 Sub Bidana: Pekerfaan Umum dan Penataan Ruan2 
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lirutlcungan Permukiman/Gane: 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab 

Culvert, Drainase, Talud, Penerangan Jalan, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Gedune:/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasvarakatan 
2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 

Milik 
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembane:unan/Rehabilitasi/Penine:katan/Pengerasan Jalan Desa -
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 

Pennukiman/Gang-
2 3 12 Pembane:unan/Rehabilitasi/Penine:katan/Pene:erasan Jalan Usaha Tani -
2 3 13 Pembane:unan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa -
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-

gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Talud, Penerangan Jalan, 
Prasarana Jalan lain) -

2 3 15 Pembane:unan/Rehabilitasi/Penin~atan Balai Desa/Balai Kemasvarakatan-
2 3 16 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs 

Berseiarah Milik Desa/Petilasan 
2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilavah dan Sosial Desa .,,. 
2 3 18 Penvusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruane: Desa 
2 3 19 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embun2: Desa .,,. 
2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Penine:katan Monumen/Gapura/Bata.s Desa.,,.,, 
2 3 90 Lain-lain Kee:iatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 

Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon Penampungan 

Air Huian/Sumur Bor, dll) 
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tane:iza {oioanisasi, dll) 
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar 

prasarana Jalan) 
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 
2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 

{Penamoun2:an, Bank Sampah, dill 
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah 

Tanee:a) 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bennain Anal< Milik Desa 
2 4 10 Pembane:unan/Rehabilitasi/Penine:katan Sumur Resapan.,,. 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 

Air/Tandon PenamounJ?.an Air Huian/Sumur Bor, dll) .. 
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 

Tan!!e:a {pipanisasi, dll) -
2 4 13 Pembangunan/Rehabilit.asi/Peningkatan Sanit.asi Pennukiman (Gorong-

e:orone:. Selokan, Parit. dll., diluar prasarana ialan) -
2 4 14 Pembangunan/Rehabilita.s/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK 

umum, dll .. 
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2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, mesin pengolah sampah, 
2erobak samoah, kendaraan oen2ane:kut samoah dll)** 

2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Air limbah Rumah Tanee:al-

2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik 
Desa-

2 4 90 Lain-lain Kematan Sub Bidan2 Kawasan Permukiman 

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan L2
- - n Hiduu 

2 5 01 Pen2elolaan Hutan Milik Desa 
2 5 02 Pem?elolaan Limdcun2an Hiduo Desa 
2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 
2 5 90 Lain-lain Kematan Sub Bidane: Kehutanan dan Line:kum!an Hiduo 

2 6 Sub Bidang Perhuburura.n, Komunikasl, dan lnformatika 
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
2 6 02 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho 

lnformasi oenetaoan/LPJ APB Desa untuk Waraa, dill 
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan lnformasi 

Lokal Desa (Jaringan internet untuk warga Desa, Website Desa, radio Single 
Side Band {SSB), dlU 

2 6 90 Lain-lain Kel!iatan Sub Bidane Perhubuna:an, Komunikasi, dan lnformatika 

2 7 Sub Bidan« Enero dan Sumber Dava Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Enenri Altematif Tine:kat Desa ----
2 7 02 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi 

Altematif tinekat Desa -
2 7 90 Lain-lain Kematan Sub Bidan2 Enerl!i dan Sumber Dava Mineral 

2 8 Sub Bldang Parlwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 
2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Milik Desa 
2 8 03 Pene:embane:an Pariwisata Tine:kat Desa 
2 8 90 Lain-lain Kel!iatan Sub Bidan2 Pariwisata 

3 BmANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga 
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang 
mencakup: 

3 1 Sub Bldang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masyarakat 

3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 
oene:awasan oelaksanaan iadwal ronda/ oatroli dll) -

(pembangunan pos, 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 
Pemerintah Desa (Satlinmas desal 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Ma~arakat 
(denJ?an masvarakat/instansi Pemerintah Daerah, dll) Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan Kesiaosial!aan/Tana:a:ao Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa (Pos Siaga Bencana. 

Temoat/Gedune: Pene:umzsian Milik Desal 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aoaratur Desa dan Masvarakat Miskin 
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hu.Imm dan 

Pelindune:an Masvarakat 
3 1 90 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindune:an Masyarakat 

3 2 Sub Bldan« Kebudanan dan Keamunaan 
3 2 01 Pembinaan Grouo Kesenian dan Kebudavaan Tinl!kat Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di 

tina:kat Kecamatan dan Kabuoaten 



- 5 -

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan 
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi Kabupaten, dll) 
tingkRt. D~AA 

3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan 
Milik Desa..,, 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebudayaan/Rumah Adat/Keae.amaan Milik Desa..,, 

3 2 90 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudavaan dan Keae.amaan 

3 3 Sub Bldana: Kepemudaan dan Olah Ran 
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di 

tinakat Kecamatan dan Kabuoaten 
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 

Wawasan Kebane:saan, dlll tinakat Desa 
3 3 03 Penvelen22araan Festival/Lomba Keoemudaan dan Olahrae.a tinidcat Desa 
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keoemudaan dan Olah Rae:a Milik Desa* 
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 

dan Olah Ra,za Milik Desa* 
3 3 06 Pembinaan Karan2 Taruna/Klub Keoemudaan/Klub Olah raJ(8. 

3 3 90 Lain-Jain Keeiatan Sub Bidang Keoemudaan dan Olah Raira 

3 4 Sub BldaDI: Kelembanan Masvarakat 
3 4 01 Pembinaan Lembaea Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan LembEU!a Kemasvarakatan 
3 4 90 Lain-lain Kel!iatan Sub Bidang Kelembae.aan Masvarakat 

4 BmANG PBMBBRDAYAAR MASYARAKAT DBSA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang 
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam 
menimzkatkan keseiahteraan masyarakat, yane: mencakup: 

4 1 Sub Bldanl: Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan SunJ?:ai/Kecil Milik Desa. 
4 1 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat 

Milik Desa** 
4 1 04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil 

Milik Desa* 
4 1 05 Bantuan Perikanan {Bibit/Pakan/ dst} 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan 

Darat/Nelavan ..,, 
4 1 90 Lain-lain Keeiatan Sub Bidana: kelautan dan oerikanan 

4 2 Sub Bldana: Pertanlan dan Petemalam 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan 

pertanian, penaoilinm:11n Padi/jagung, dll) 
4 2 02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pengolahan petemakan, 

kandane:. dll) 
4 2 03 Pene:uatan Ketahanan Pangan TinJ?:kat Desa (Lumbuna: Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier /Sederhana 
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

Pertanian/Petemakan * 
4 2 06 Pemban1runan/Rehabilitasi/Peninakatan Saluran lrigasi Tersier /Sederhana 
4 2 90 Lain-lain Kee:iatan Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 

4 3 Sub Bldang Pe - · tan KaDasitas Aparatur Desa 
4 3 01 PeninJ?:katan kaoasitas kepala Desa 
4 3 02 Penina:katan kaoasitas oerana:kat Desa 
4 3 03 Penina:katan kaoasitas BPD 
4 3 90 Lain-lain Kes:riatan Sub Hidan2 Peninl!katan Kapasitas Aparatur Uesa 

4 4 Sub Bidan« Pemberdayaan Perempuan, PerliDdunnn Anak dan Keluaro 
4 4 01 Pelatihan/Penvuluhan Pemberdavaan Perempuan 
4 4 02 Pelatihan/Penvuluhan Perlindungan Anak 
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4 4 03 Pelatihan dan Penmiatan Penvandang Difabel (penyandang disabilitas) 
4 4 90 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

4 s Sub Biclana: Kouerasi, Usaha Mikro Kecil dan Menennh 1 • , ........... i 
4 5 01 Pelatihan Manaiemen Pene:elolaan Kooerasi/ KUO/ UMKM 
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 

Kooerasi 
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan 

Non- Pertanian 
4 5 90 Lain-lain Kel!iatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menemrah 

4 6 Sub Blclant: Dukunnn Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiaoan dan Pembentukan Awai BUM Desai 
4 6 02 Pelatihan Pena:elolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 
4 6 90 Lain-lain Kel!iatan Sub Bidang Penanaman Modal 

4 7 Sub Blclang Perd. .. ---- dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
4 7 02 Pemban~nan/Rehabilitasi/Penina:katan Pasar Desa/Kios milik Desa...,, 
4 7 03 Pen,zembana:an Industri kecil level Desa 
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 

oroduktif (oeneraiin. oedrulane:. industri rumah tanW?a. dll) ...,, 
4 7 90 Lain-lain Kelriatan Sub Bidang Perda2angan dan Perindustrian 

5 BmANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 
MBNDESAK 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak: 

s 1 Sub Biclang P---- - ·-- Bencana 
5 1 00 Penwunlulangan Bencana 
5 2 Sub Bidan2 Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidan2 Keadaan Mendesak. 
5 3 00 KeadaanMendesak 

...,, (untuk penamaan paket kegiatan pada Rencana Angganm Biaya, pilih salah satu sesuai 
kebutuhan desa, misal : Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan, atau Pengerasan) 
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A.2. Daftar Kode Rekenlng Pendapatan, Belanja, dan Pemblayaan 

Kode Uralan Rekenln 
a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 1 Pendapatan Asli Desa 
4 1 1 Hasil Usaha 
4 1 1 01 Baei Hasil BUMDes 
4 1 1 90 Lain-lain Hasil Usaha 
4 1 2 Hasil Aset 
4 1 2 01 PenR.elolaan Tanah Kas Desa 
4 1 2 02 Tambatan Perahu 
4 1 2 03 Pasar Desa 
4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum 
4 1 2 05 Jarinl!alllriR.asiDesa 
4 1 2 06 Pelelan2an Ikan Milik Desa 
4 1 2 07 Kios Milik Desa 
4 1 2 08 Pemanfaatan Laoane:an/Prasarana Olah ~a Milik Desa 
4 1 2 90 La.in-lain Hasil Aset 
4 1 3 Swada.va, Partisipasi dan Gotong Rovong 
4 1 3 01 Swadava. partisipasi dan 2otonR. rovonJ!. 
4 1 3 90 Lain-lain Swadava, Partisioasi dan Goton2 Royong 
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 
4 1 4 01 Hasil Pun2Utan Desa 
4 1 4 90 Lain-lain 
4 2 Transfer 
4 2 1 DanaDesa 
4 2 1 01 DanaDesa 
4 2 2 Bfilrlan dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah 
4 2 2 01 Brurian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
4 2 3 Alokasi Dana Desa 
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 
4 2 4 Bantuan Keuane:an Provinsi 
4 2 4 01 Bantuan Keuan2an dari APBD Provinsi 
4 2 4 90 Bantuan KeuanJUU1 Desa (BK-Desa) 
4 2 4 91 Bantuan Keuan1ra11 Jalinmatra 
4 2 4 92 Lain-lain Bantuan KeuanJ[an dari APBD Provinsi 
4 2 5 Bantuan Keuan2an APBD Kabuoaten 
4 2 5 01 Bantuan Keuan2an APBD Kabuoaten 
4 2 5 90 Bantuan KeuanJUlll Sarana dan Prasarana 
4 2 5 91 Rantuan Keuangan RT /RW 
4 2 5 92 Bantuan Keuan2an Pemilihan Keoala Desa 
4 2 5 93 Bantuan Keuane:an Jalinmatra 
4 2 5 94 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 
4 3 Pendapatan Lain-lain. 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Keriasama antar Desa 
4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa denJ[an Pihak Ketim 
4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keriasama Desa denl!all Pihak Ketim 
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vane: berlokasi di Desa 
4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
4 3 4 Hibah dan sum banl!all dari Pihak Ketie:a 
4 3 4 01 Hibah dan sumbane:an dari Pihak Ketie:a 
4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggamn sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di ka.s Desa pada tahun anggaran 
berialan 

4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya 
yang menga.kibatka.n penerimaan di kas Desa pada tahun 
an--~~& berialan 

4 3 6 Bune:a Bank 
4 3 6 01 BungaBank 
4 3 9 Lain-lain oendapatan Desa van2 sah 
4 3 9 90 Lain-lain oendaoatan Desa vanJ!. sah 
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5 BELANJA 
5 1 Bebulfa Peowai 
5 1 1 Penl!hasilan Tetap dan Tunfan«an Kepala Desa 
5 1 1 01 Pern!hasilan Tetao Keoala Desa. 
5 1 1 02 TunianJ?:an Keoala Desa. 
5 1 1 90 Tambahan Tunjangan Keoala Desa. 
5 1 2 Pe.,,..,1,, .... ilan Tetap dan Tunfanon Peranlrkat Desa 
5 1 2 01 Penl!hasilan Tetao Peranl!.lcat Desa. 
5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa. 
5 1 2 90 Tambahan Tuniangan Peranl!.lcat Desa. 
5 1 3 Jami.Dan Sosial Kepala Desa dan Peranldmt Desa 
5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Keoala Desa. 
5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Peranl!.lcat Desa 
5 1 3 03 Jaminan Kete11a2akeriaan Keoala Desa 
5 1 3 04 Jaminan Keteruu:?:akeriaan PeranJ?:kat Desa 
5 1 4 Tunjanon BPD 
5 1 4 01 TunianJ?:an Kedudukan BPD 
5 1 4 02 TunianJ?:an Kineria BPD 
5 2 Belaslfa Baran,( dan Jasa 
s 2 1 Belanja Barau Perlenilkaoan 
5 2 1 01 Belania Perlenl!.lcaoan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 
5 2 1 02 Belania PerlenJ?:kaoan Alat-alat Listrik 
5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan 

Bahan Kebersihan 
5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam 

Kebakaran 
5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak 

dan Pe,n=cu,daan 
5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -

Belania Barang Konsumsi 
5 2 1 07 Relania Rahan/Material 
5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Soanduk 
5 2 1 09 Belania Pakaian Dinas/SeraJ?:am/ Atribut 
5 2 1 10 Belania Obat-obatan 
5 2 1 11 Belania Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan 
5 2 1 12 Belania Pupuk/Obat-obatan Pertanian 
5 2 1 90 Belania Barang Hadiah 
5 2 1 91 Belania Baran!!: Perlenakaoan Lainnva 
5 2 2 Belanfa Jasa Honorarium 
5 2 2 01 Belania Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan KeJ?:iatan 
5 2 2 02 Belania Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator 
5 2 2 03 Belania Jasa Honorarium/Insentif Pelavanan Desa 
5 2 2 04 Belania Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 
5 2 2 05 Belania Jasa Honorarium Petugas 
5 2 2 90 Belania Jasa Honorarium Lainnva 
5 2 3 Belanja Perjalanan Di.Das 
5 2 3 01 Belania Perialanan Dinas Dalam Kabupaten 
5 2 3 02 Bclania Pcrialanan Dinas Luar Kabuoatcn 
5 2 3 03 Belania Kursus/Pelatihan 
5 2 4 Belanja Jasa Sewa 
5 2 4 01 Belania Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang 
5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlenl!.lcaoan 
5 2 4 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
5 2 4 90 Belania Jasa Sewa Lainnva 
5 2 5 Belanfa 0perasiona1 Perkantoran 
5 2 5 01 Belania Jasa Lanim:anan Listrik 
5 2 5 02 Belania Jasa Lane:e:anan Air Bersih 
5 2 5 03 Belania Jasa LanaaanQJl Maialah/Surat Kabar 
5 2 5 04 Belanja Jasa Lane:!ranan Teleoon 
5 2 5 05 Belania Jasa Lan .... ,, Internet 
5 2 5 06 BelaniaJasa Kurir/Pos/Giro 
5 2 5 07 Belania Jasa Peroanian2:an Iiin/Paiak 
5 2 5 90 Belania Bantuan lnsentif/Operasional RT /RW 
5 2 5 91 Belania Ooerasional Perkantoran Lainnva 
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s 2 6 Belanfa Pemeliharaan 
5 2 6 01 Belania Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 
5 2 6 02 Belania Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan 
5 2 6 04 Belania Pemeliharaan Banmman 
5 2 6 05 Belania Pemeliharaan Jalan 
5 2 6 06 Belania Pemeliharaan Jembatan 
5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air 

Bersih. iaringan Air Limbah, Persamoahan dill 
5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, 

Internet, Komunikasi, dll) 
5 2 6 90 Belania Pemeliharaan Lainnya 
s 2 7 Belanfa B dan Jasa yang Dfserahkan kepada Masyarakat 
5 2 7 01 Belanja Bahan PerlenJ!kaoan yang Diserahkan ke masyarakat 
5 2 7 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang 

diserahkan ke fila..,ycu-akat 
5 2 7 03 Belania Bantuan Bansrunan vane: diserahkan ke masvarakat 
5 2 7 04 Belania Beasiswa Berorestasi/Masvarakat Miskin 
5 2 7 05 Belania Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 
5 2 7 90 Belanja Barang/ Jasa Puma Togas kepada Kepala Desa/Perangkat 

Desa 
5 2 7 91 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 

Lainnya 
s 3 Belanfa Modal 
s 3 1 Belanfa Modal Penndaan Tanah 
5 3 1 01 Belania Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 
5 3 1 02 Belania Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 
5 3 1 03 Belania Modal Pensrukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 
5 3 1 04 Belanja Modal Pemrurukan dan Pematane:an Tanah 
5 3 1 05 Belania Modal Perjalanan Pene:adaan Tanah 
5 3 1 90 Belania Modal iasa Appraisa1 Pene:adaan Tanah 
5 3 1 91 Belania Modal Pene:adaan Tanah lain 
s 3 2 Belanfa Modal Peralatan, Mesin. dan Alat Berat 
5 3 2 01 Belania Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keirlatan 
5 3 2 02 Belania Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 
5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 
5 3 2 04 Belania Modal Pera.lat.an Mebeulair dan Aki:Jesuri Ruamrau 
5 3 2 05 Belania Modal Peralatan Dapur 
5 3 2 06 Belania Modal Peralatan Alat Ukur 
5 3 2 07 Belania Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 
5 3 2 08 Belania Modal Peralatan khusus Kesehatan 
5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 
5 3 2 10 Belania Modal Mesin 
5 3 2 11 Belania Modal Pene:adaan Alat-Alat Berat 
5 3 2 90 Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnva 
s 3 3 Belanfa Modal Kendaraan 
5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kematan 
5 3 3 02 Belania Modal Kcndaraan Darat Bcrmotor 
5 3 3 03 Belania Modal Am1kutan Darat Tidak Bermotor 
5 3 3 04 Belania Modal Kendaraan Air Bermotor 
5 3 3 05 Belania Modal Amrlmtan Air Tidak Bermotor 
5 3 3 90 Belania Modal Kendaraan Lainnva 
s 3 4 Belanfa Modal Gedung, Ba- - danTaman 
5 3 4 Ul BelanJa Modal Honor Tun yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 4 02 Belania Modal Upah Tenasra Keria 
5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 4 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
s 3 s Belanfa Modal Jalan/Prasarana Jalan 
5 3 5 01 Belania Modal Honor Tim vane: Melaksanakan Kematan 
5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenae:a Kerja 
5 3 5 03 Belanfa Modal Bahan Baku 
5 3 5 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
s 3 6 Belam..fa Modal Jembatan 
5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kematan 
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5 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
5 3 6 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Belania Modal Sewa. Peralatan 
5 3 7 BeluJa Modal lrigasi/Embung/ Air Sungai/Drainaae/ Air 

Limbah/Persampahan 
5 3 7 01 Belania Modal Honor Tim yamz Melaksanakan Kefriatan 
5 3 7 02 Belanja Modal Upah Ten81!8. Keria 
5 3 7 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 7 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
5 3 8 Belanfa Modal Ja:-i.:=-..::./lnstalasi 
5 3 8 01 Belania Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kematan 
5 3 8 02 Belania Modal Upah TenaJ?a Keria 
5 3 8 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 9 Belanfa Modal lainnya 
5 3 9 01 Belania Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan 
5 3 9 02 Belania Modal khusus Olahraga 
5 3 9 03 Belania Modal khusus Kesenian/Kebudavaan/keaJ?amaan 
5 3 9 04 Belania Modal Tumbuhan/Tanaman 
5 3 9 05 BelanJa Modal Hewan 
5 3 9 90 Belania Modal Palcet Peranekat Lunak/ Aplikasi 
5 3 9 91 Belania Modal Lainnva 
5 4 Belanfa Tak Tentup 
5 4 1 Behm.fa Tak Tentua 
5 4 1 01 Belania Tak Terdu2a 
6 PBMBIAYAAH 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumva 
6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya 
6 1 2 Pencairan Dana Cadan1Zan 
6 1 2 01 Pencairan Dana Cadanmm 
6 1 3 Hasil Peniualan Kekayaan Desa vang Dipisahkan 
6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekavaan Desa yang Dioisahkan 
6 1 9 Penerimaan Pembiavaan Lainnva 
6 1 9 90 Penerimaan Pembiayaan Lainn_va 
6 2 Pezureluaran Pembiayaan 
6 2 1 Pembentukan Uana Cadan,zan 
6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 2 Penvertaan Modal Desa 
6 2 2 01 Penvertaan Modal Desa 
6 2 9 Pen1Zeluaran Pembiavaan lainnva 
6 2 9 90 Peneeluaran Pem biavaan lainnva 
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B.1. Format Rancangan Peraturan De sa t e ntang APB Desa 

Mcnimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KEP/\LA DESA ..... {Nama Desa) 
KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN NOAWI 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAlIUN ANG GARAN .. .. 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAJ IA ESA 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

a. bahwa Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dcsa scbagai 
wujuddari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab u ntuk sebesar-besarnya 
kemakmuranroasyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa 
Tahun Anggaran ...... tennuat dalam Pcraturan Dcsa ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ta.bun Anggaran .... 
yang ctisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisicn si, berkeadilan, berkclanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemanctirian schingga menciptakan 
landasan kuat dalrun melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera; dan 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ... .. 

1. ... , 
2 .... , 
3 . . .. dan setcrusnya; 

Dcngan Kcsepakata n Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (N::ima Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DESA ....... TA! IUN ANGGARAN .... . 
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Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... . 
dengan perincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp ......................... . 
2. Bela.nja Desa Rp ..... .................... . 

Surplus/Defisit Rp ......................... . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp ........................ . 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp . ....................... . 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp ........................ .. 

Pasal 2 
Uraian lebih la.njut Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini: 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya, jika ada. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Desa sebagai 
la.ndasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggula.ngan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggula.ngan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar 
biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

Pasal 6 
Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/ a tau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun berjala.n; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 
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Pasal7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ...... . 
(Nama Desa). 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

Ditetapkan di ................... . 
pad a tanggal .................... . 
KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

I 
I 

I 
I 



B.2. Format APB Desa 

Contoh: 
KODE REKENING 

1 2 
a b C a b 

4 
4 1 
4 2 
4 3 

5 
1 
1 1 

1 1 01 

1 1 01 5 1 
1 3 

1 3 01 

1 3 01 5 2 
2 
2 1 
2 1 05 

2 1 05 5 3 
5 

5 1 
5 1 5 4 
5 1 
5 1 5 4 

dst 

6 
6 1 
6 2 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DESA ....... .. 
NOMOR .......... TAHUN •.....••..•...•• 
TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA •••..•........ 
TAHUN ANGGARAN ........•..•• 

URAIAN ANGGARAN $UMBER 
RP DANA 

3 4 5 

PENDAPATAN 
PADesa 
Transfer 
Pendaoatan lain-lain 
JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Penvelenm!araan Pemerintahan Desa 
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 
Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tuniane:an Keoala Desa 
Belania Pee:awai 
Administrasi Kependudukan, Pencatatan 
Sioil, Statistik dan Kearsioan 
Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan(Surat Pengantar /Pelayanan 
KTP, Kartu Keluare:a, dill 
Belania Barane: dan Jasa 
Pelaksanaan Pembane:unan Desa 
Pendidikan 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/San,mar Belaiar 
Belania Modal 
Penanggulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 
Penanemdane:an Bencana 
Belania Tak Terdue:a 
Keadaan Darurat 
Belania Tak Terdue:a 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /IDEFISITI 
PEMBIAYAAN 
Penerimaan Pembiavaan 
Pene:eluaran Pembiavaan 

SELISIH PEMBIA Y AAN 
..................... , ............... . 
Kepala Desa, ................. . 

( ................................... ) 
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Keterangang Cara Pengisian 
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasiflkasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 
- Bagian pendapatan diisi: 

a. pendapatan; dan 
b. kelompok pendapatan. 

- Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat 
lampiran A Permendagri ini) 

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 

1.c) terkait 
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C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 

KEPALA DESA ..... (Nam a Desa) 
KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN NGAWI 

PERATURAN KEPALA DESA. .. (Nama Desa) 
NO MOR ... TAHUN ... 

TENTJ\NG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

TAHUN ANGGARAN .... ................ . 

DENGAN RAIIMAT TUllAN YANG MAHA ES/\ 

KEPALA DESA ... (Na.ma Desa), 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Desa Nomor ...... . Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa . .. .. (Nama Desa) Tahun Anggaran 

···· ··, 

1. ... ; 
2 .... ; 
3 .... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.NJ A DESA . . . TAHON 
ANGGARAN ..... 

Pasal 1 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . . . terdiri dari : 
1. Pendapatan Desa 

a . Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer 
c . Lain-lain Pendapatan yang sal1 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c . Bidang Pero binaan Kcmasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. B idang Penanggulangan Bencana, Darurat, 

dan Mendesak Desa 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

Rp .. .... ......... .. . 
Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp ........ ... . .... . . 

Rp ................. . 
Rp ......... ........ . 
Rp ................. . 
Rp ......... .... .. .. . 

Rp ................ .. 
Rp ................. . 
Rp ...... ........... . 



Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 
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3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp ................. . 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp ................ .. 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp ................. . 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun 
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan 
anggaran. 

Pasal4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa rm dengan 
penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama Desa). 

Ditetapkan di ................... . 
pada ta.nggal .................... . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

ta.nda tangan 

NAMA 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 
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C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

LAMPIRAN 
PERATURAN KEPALA DESA ... 
NOMOR ...... TAHUN ............• 
TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA ............. . 
TAHUN ANGGARAN ...........•• 

Contoh: 
KELUARAN/OUTPUT ANGGAR SUMBER 

KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN AN DANA 

1 2 3 4 5 6 7 

a b C a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obvek Pendaoatan> 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 3 Pendanatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil 

Keriasama Antar Desa 
4 3 1 ... <Obvek Pendaoatan> 

dst ..• 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Penyelenggaraan Peme-

rintahan Desa 
1 1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, Tun-
jangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 

I I 01 Penyediaan Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan 
Keoala Desa 

1 1 01 5 1 Belania Pee:awai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & 

Tuniane:an Keoala Desa 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania> 
1 3 Administrasi Kependudu 

kan, Pen ca ta tan Sipil, 
Statistik dan Kearsinan 
Pelayanan administrasi 
umum dan kependudu-

1 3 01 kan (Surat Pengantar /Pe 
layanan KTP, Kartu 
Keluare:a, dll) 

1 3 01 2 2 Belania Barane: dan Jasa 
1 3 01 2 2 2 Belanja Jasa Honorari-

um 
1 3 01 2 2 2 ... <Rincian Obyek Belanja> 
2 Pelaksanaan Pembangu-

nan Desa 
2 1 Pendidikan 
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2 1 05 Pembangunan/Rehabilit 
asi/ Peningkatan Sarana 
Prasarana Perpustakaan 
/Taman Bacaan Desa/ 
Sansmar Belaiar 

2 1 05 5 3 Belania Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung 

dan 
2 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 
5 Penanggulangan Benca-

na, Keadaan Darurat 
dan Mendesak 

5 1 Penanggulangan 
Bencana 

5 1 00 Penanggulangan 
Bencana 

5 1 00 5 4 Belania Tak Terduiza 
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terdua:a 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terdu2a 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiavaan 
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 2 Pen~eluaran Pembiavaan 
6 2 1 Pembentukan Dana 

Cadan2an 
6 2 2 1 Pembentukan Dana 

Cadan2an 

dst 

SELISIH PEMBIA Y AAN 
............ , ................. . 

Kepala Desa, 

( .................. ) 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a. Pendapatan: 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan 

- Bagian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. pembiayaan; 
b. kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan 



Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 
Kolom 7 
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Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) 
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume 
(jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d) 
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan 
(paket, unit) input pada rincian obyek belanja 
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 
1.c) terkait 
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d 
--luasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

D. Format Pan uan .:.,va 

PANDUAN EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

A. DASAR PEMIKIRAN d Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud 
1. Anggaran Pendapatan an an dibahas dan disepakati oleh 

dari pengelolaan keuangan Desa Y g tan Desa (BPD) secara 
Pemerintah Desa dan Badan Pei:mu:iaw::tuk sebesar-besamya 
terbuka dan bertanggunDg Ja~itetapkan tiap tahun dengan 
kemakmuran masyarakat esa 

2. ::~= ~~:~un sesuai kebutuhan dan k~~en:r°;:nrta~::[:! 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, part1s1pa , 

disiplin anggaran. . . . p raturan 
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati 101, Rancangan e. 3

· Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati yang 

didelegasikan kepada Camat. . . 
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut d1 ata~, Bupati perlu 

mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat 
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1. Maksud 

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip 
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan 
keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan 
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat 
dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, 

C. SASARAN EV ALUASI 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa. 

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 
substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

D.RUANG LINGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan 

informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan 



- 22 -

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa; 

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang 
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud; 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identiflka.si konsistensi substansi dan 
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

E.EVALUASI 
1. Persiapan Evaluasi 

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
persiapan evaluasi, yaitu: 
1). Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa kepada Camat. 

2). Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat, selanjutnya 
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari: 

Ketua Camat 
Sekretaris Kasi Pemberdayaan Masyarakat 
Anggota Unsur pemerintah kecamatan paling 

banyak 9 (sembilan) orang 

3). Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang 
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait 
untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang 
APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB Desa. 

4). Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 
melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten. 

b. Dokumen Evaluasi 
1). Dokumen Utama 

a). Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 
disepakati bersama BPD; dan/atau 

b). Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
yang telah disepakati bersama BPD. 

2). Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 
a). Disampaikan oleh Desa 

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB 
Desa), berita acara hasil musyawarah; atau 

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes 
ten tang Perubahan APB Desa); 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa). 

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 
berkenaan. 
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- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang 
pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian 
BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal 
BUMDes, dll) 

b). Disiapkan oleh Tim Evaluasi 
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa 
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa 
- Peraturan Bupati ten tang Pengadaan Barang/ Jasa di 

Desa 
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa 
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa 
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah 
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten 

didalamnya mengatur Standar Harga di Desa 
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa 
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah 

2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, 
yaitu: 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 

legalitas. 
1). Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal 

sebagai berikut: 
a). Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen 

evaluasi; 
b). Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan 

peraturan yang akan dievaluasi; 
c). Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam 

Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 
d). Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi 

dengan teknis penyusunan peraturan Desa; 
2). Langkah-Iangkah evaluasi: 

a). Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b). Langkah2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan 

lampiran semua dokumen; 
c). Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal 

dan kelengkapan lampiran semua dokumen; 
d). Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua 

dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas 
waktu penyampaian dokumen; 

e). Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil 
langkah 1 s/d 4. 

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen 
tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi 
meminta kepada Pemerintah Desa untuk 
melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi 
dihitung kembali setelah dokumen diterima secara 
lengkap. 
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b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. 
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir. 

3. Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang 
perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan basil 
evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. 
La.poran basil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan 
temuan analisis terbadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk 
melakukan penyempurnaan atau persetujuan terbadap Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan ABDesa. La.poran basil evaluasi (LHE) tersebut 
secara garis besar menyajikan informasi mengenai: 
a. Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan 
b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 

La.poran basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB 
Desa didistribusikan kepada: 
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten; 

dan 
b. Inspektur Kabupaten Ngawi. 
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Lembar Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa• 
Kabupaten 
Kecamatan 
Desa 

No. Aspek/ Komponen Periksa Kesesuaian Alat Veriftkasi 
Ya Tidak 

1 Aspek Administrasi dan Legalitas 
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima 

dari Desa secara lemzkao 
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Keputusan hasil 

APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Musyawarah BPD 
Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu Pembahasan dan 

Penyepakatan Perdes 
tentangAPB 
Desa/Perubahan APB Desa 
(lihat tanruzal keputusan) 

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil 
Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes Musyawarah BPD 
tentang Perubaham APB Desa Pembahasan dan 

PenyepakatanPerdes 
tentangAPB 
Desa/Perubahan APB Desa 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

Keterangan 

Berdasarkan aturan, 3 hari 
setelah disepakati bersama. 
Perdes tentang APB 
Desa/Perdestentang 
Perubahan APB Desa harus 
diajukan kepada Camat 
untuk dievaluasi 
Berdasarkan Permendagri 
mengenai BPD 
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No. Aspek/Komponen Periksa 
Kesesuaian 

Alat Veriftkasi Keterangan 
Ya Tidak 

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB 
Desa/Perubahan APB Desa 

2.1 Umum 
2.1. Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP 
1 APBDes/Perubahan APB Desa disusun Perubahan 

berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan 
tahun berkenaan 

2.1. Apakah penempatan pos Pendapatan telah 
2 sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan 
2.2 Pendapatan 
2.2. Apakah estimasi pendapatan rasional dan 
1 realistis 
2.2. Apakah estimasi pendapatan Desa yang Perdes terkait PADesa 
2 bersumber dari Pendapatan Asli Desa (missal 

rasional dan realistis, serta didapatkan Perdes tentang Pungutan, 
secara legal dan telah diatur dalam Peraturan dll) 
Desa 

2.2. Apakah estimasi pendapatan Desa yang 
3 bersumber dari Dana Transfer rasional dan 

realistis 
2.3 Belanja 
2.3. Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai 
1 dengan peraturan Perundang-undangan 
2.3. Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perbup tentang Daftar 
2 dengan Kewenangan Desa Inventaris Kewenangan 

Desa 
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2.3. Apakah ada program/kegiatan yang 
3 dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 

(multiyears) 
2.3. Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam 
4 APB Desa paling banyak 30% dipergunakan 

untuk: 
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat 

Desa 
2. operasional pemerintahan Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD 
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

2.3. Siltap, tunjangan dan operasional untuk Peraturan Bupati tentang 
5 Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ADD 

ditetapkan dalam peraturan Bupati. atau Perbup tentang 
Penetapan 
Siltap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

2.3. Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Peraturan Bupati tentang 
6 Anggota BPD, serta insentif RT/RW ADD 

dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam atau Perbup tentang 
peraturan Bupati. Penetapan 

Siltap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

2.3. Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang 
7 dihasilkan logis karena telah ditetapkan 

memperhitungkan tingkat kemahalan dan Kabupaten 
geografis (Standar Harga) 

2.4 Pembiayaan 
2.4. Apakah penempatan pos Pembiayaan telah 
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1 sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan 

2.4. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 
2 untuk pembentukan Dana Cadangan 
2.4. Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang 
3 ditetapkan dengan Peraturan Desa Dana 

Cadangan 
2.4. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan 
4 untuk penyertaan modal pada BUMDes 
2.4. Apakah penyertaan modal pada BUMDes, 
5 telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan 
Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha 

2.4. Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos 
6 penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun 

anggaran sebelumnya 
Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah 
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan 
seluruhnya. 

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa: 

• pilih salah satu (yang dievaluasi APB Desa atau Perubahan APB Desa) 

Tim Evaluasi APB Desa/Perubahan APB Desa 
Evaluasi dilakukan tanggal: Nama Jabatan Tanda Tangan 
Hasil Evaluasi (caret yang tidak sesuai): Ketua 
• Untuk disetujui Camat Sekretaris 
• Untuk diperbaiki Desa Anggota, dst 
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E.1. Format Peraturan Des a tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Be lanja Desa 

Menimbang 

MengingaL 

Menetapkan 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KECAMATAN ........ (Nama Kecamalan) 

KABUPATEN NGAWI 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAI-IUN .. . 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA BSA 

KEPALA DESA (Naroa Desa), 

a. bahwa sehubungan Lerjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telab ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran ... .. ; dan 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran ... . . 

1. ... , 
2 .... , 
3 . .. . dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAI-IAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGA.RAN .. ... 

Pasal 1 
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
···:· semula Rp .. .. . .... ,- (lerbilang), bcrlambah/berkurang 
scJumlah Rp ........... ,- (lcrbilan.g) sehingga menjadi Rp ........... ,-
(terbilang) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

: Rp ........ . 
: Rp .. ...... . 

JumJah pendapatan setelah perubahan : Rp ........ . 
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2. Bela.nja Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Bela.nja setelah perubahan 
Surplus/ (defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Selisih pembiayaan setalah perubahan (a-b) 

Pasal 2 

: Rp ....... .. 
: Rp ........ . 
: Rp ........ . 
: Rp ........• 

: Rp ........ . 
: Rp ....... .. 
: Rp ........ . 

: Rp ........ . 
: Rp ....... .. 

: Rp ........ . 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Bela.nja Desa sebagaimana dim.aksud Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
APBDesa. 

Pasa14 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalatn Lembaran Desa ... 
(nama Desa). 

Ditetapkan di ................... . 
pada tanggal .................... . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 
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E,2. Fonnat Perubahall Anggal'Bl1 Penclapatan clan Belaltja Desa 
LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 
NOMOR ....... TAHUN •...•..... 
TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANOOARAN ......•.....• 

SEMULA 
MENJADI BERTAMBAH/ 

(BERKURANG) SUMBERDANA Contoh· 

KODE REKENING uRAIAN ANGGARAN {Rp.) URAIAN 

2 
3 

4 5 

1 
a b C a b 

cara pengisian: Kolorn 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolorn 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifika.Sii ekonomi 
Kolorn 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan 
Kolorn 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 5: diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan 
Kolom 6: diisi dengan anggaran setelah perubahan 
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana 

--------

ANGGARAN (Ro.I 
6 7 8 

, ................. . 
Kepala Desa, ................... . 

( ................................ ······) 
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F.1. Format Peraturan Desa tentang Pe raturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan APB Desa. 

KEPALA DESA ..... (Na.ma Desa) 
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN NGAWI 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Na.ma Desa) 
NO MOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN ANGGARAN ... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor... .. . . Tahun . . . . . . tentang Perubahan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Dcsa Tahun Anggaran ..... , maka perlu 
menyusun Pcraturan Kepala Desa tent.ang Penjabaran 
Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama 
Desa) Tahun Anggaran ..... . 

Mengingat 1. ... , 
2 .... , 
3. . .. dan selerusnya; 

MEMUTUSK.AN: 

Menetapkan PERJ\TURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
.. .. . (Na.ma Desa) TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... . semula 
berjumlah Rp .... . . ,- ( ........ ),bert:ambah/berkurang sejumlah Rp ........... ,-
( .......... ) sehingga menjadi Rp ....... ... ,- ( ........ .. ) dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Desa 

J .1. Pendapatan Asli Desa 
a . Semula Rp ................. . 
b. Bert.am bah/ (berkurang) Rp .......... ... ... . . 

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp .. ... ............ . 
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1.2. Transfer 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan 

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
2. Belanja Desa 

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.2. Bidang Pembangunan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat, dan Mendesak Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelah peru bahan 

Pasal 2 

Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp ................ .. 

Rp ................. . 
Rp ................. . 

Rp ................ .. 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................ .. 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ............... .. 
Rp ................ .. 
Rp ................. . 
Rp ................ .. 

Rp .....•............ 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ................ . 
Rp ................ .. 
Rp ................. . 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala Desa ini. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan da1am 
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan 
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 
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Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini muJai berlaku pada ta.nggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya 
dalam Berita Desa .. (Nama Desa) 

Diundangkan di ... 
pada ta.nggal ... 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

ta.nda ta.ngan 

NAMA 
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

Ditetapkan di .................. .. 
pada ta.nggal .................... . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

ta.nda ta.ngan 

NAMA 
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F.2. Format Penjabaran Perubaban Anggaran Pendapat dan Belanja Desa 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA ............. . 
TAHUN ANGGARAN .......•..... 

SEMULA MENJADI 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 
NOMOR. ...... TAHUN ......... . 
TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN 

KODE REKENING KELUARAN/OUTPUTIANGGARAN URAIAN I KELUARAN /OUTPUT I ANGGARAN BERTAMBAH/ SUMBER 
URAIAN VOLUME SATUAN fRol 

1 2 3 
a b C a b C d 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi 
Kolom 3: diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 4: diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan 
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana 

VOLUME SATUAN (Ro) (BERKURANG) DANA 
4 5 6 

•••••••••••••••••••• •1• ••••••••••••••••• 

Kepala Desa, .................. . 

( ...................................... ) 
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G. Format DPA 
G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran 

DESA 
KABUPATEN 
PROVINSI 

KODE REKENING 

1 2 
a b C a b C 

1 

1 1 

1 1 01 

1 1 01 5 1 
1 1 01 5 1 1 

1 1 01 5 1 1 
1 3 

1 3 01 

1 3 01 5 2 
1 3 01 5 2 2 

2 

2 1 
2 1 05 

2 1 05 5 3 

d 

... 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* 
TAHUN ANGGARAN .......•............................................ 

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN 
ANGGARAN fRnl 

URAIAN J~ffi\F Sumber Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep 

3 4 5 6 

Penyelenggaraan 
?emerintahan Desa 
IPenyelenggaraan Belanja 
IPenghasilan Tetap, 
il'unjangan dan Operasional 
iPemerintahan Desa 

Penyediaan Pengbasilan 
retap dan Tunjangan Kepala 
Desa 
Belania Pe-wai 
Penghasilan Tetap & 
runianoan Kel'>Ala Desa 
<Rincian Obvek Belania> 
A.dministrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik 
danKearsinan 
Pelayanan administrasi 
umum dan kependudukan 
Surat Pengantar /Pelayanan 
KTP, Kartu Keluanra. dlll 
:Jelania Ban:in,r dan Jasa 
~t .. nia Jasa Honorarium 
cRincian Obvek Belania> 
Pelaksanaan Pembangunan 
)esa 

Pendidikan 
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sarana 
iPrasarana 
Perpustakaan/Taman 
BacaanDesa/-
R.>l<1nia Modal 

0kt Nop Des JUMLAH 
(Roi 
7 
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2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan 
8Anffl.ln&n 

1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 
5 Penanggu]angan Bencana, 

Keadaan Darurat dan 
Mendesak 

5 1 Pen . anBencana 
5 1 00 5 4 Pe Bencana 
5 1 00 5 4 R,,.1,.nia Tak Terduoa 
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terdm,a 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduoa 

dst 

............................................ 
Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi .......................... . 
Sekretaris Desa, 

( ........................... ········· ..... ) 
( ......................................... ) Disetujui oleh: 

Cara pengisian: 
Kolom 1,2 3, 4 dan 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Kepala Desa, 

( ....................................... ) 

: diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana 
Kegiatan Anggaran 

: diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan 
kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam barisjenis, objek, dan rincian objek belanja 

: diisi rencanajumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan 



G.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa 

DESA 
KECAMATA:-i 
KABUPATEN 
PROVINS( 

Bidang, Sub Bidang/Kegiatan 
Sub No. 

Bidang 
81dang 

l 2 3 4 5 

I. Pcnyelenggaraan 
Pemenntahan 
Desa 

Jumlah Per Bidang I 

2. Pembangunan 
Deso 

' · Jumlah Per Bidang 2 

3. Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Jumlah Per Bidang 3 I 
4. Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah Per Bidang 4 

5. Pcnanggulangan 
Bencana, 
Keadaan 
Darurat dan 
Mendesak Desa 

1 

J<epala Desa, 

( ................ ) 

Keterangan: 

J 
Kegiatan Lokasi 

6 7 

Volume 

8 

• merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa 
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RENCANA KERJA KEGIATAN DESA• 
TAHUN ... ...... ................... .. 

Sasaran 
Waktu Pelaksanaan 

Pelaksana 
Tim Yang 

Satuan Biaya 
JumJah Laki-laki Perempuan A-RTM Durasi 

Kegiatan 
melaksanakan 

Mulai Selesai 
Anggaran 

Kegiatan 

9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 
19 

............... , TanggaJ.. ........... .. 
Sekretaris Desa, 

( ................ ) 



- 39 -

G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
DESA ........................... KECAMATAN ..................... . 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

TAI-IUN ANGGARAN •.........•••.............•••. 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 

(RP.) (RP.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH (RP.) 

........................ ' ....................... . 
Disetujui 
Kepala Desa, 

( ••••••••.........•..•...•......... ) 

Cara pengisian : 

Kaur/Kasi. ................... . 

( ............................... ) 

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai 
dengan APB Desa 

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening 
sesuai APB Desa 

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai 
APB Desa 

4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut 
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
6. kolom 3: diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang. 
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk 

membayar orang/barang 
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 
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H. Format DPPA 
H. l. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINSI 

Contoh: 

KODE REKENING 

1 2 
a b C a b C 

1 

1 1 

1 1 01 

1 1 01 5 1 
1 1 01 5 1 1 

1 1 01 5 1 1 
1 3 

1 3 01 

1 3 01 5 2 
1 3 01 5 2 2 

2 

2 1 

d 

... 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 
TAHUN ANGGARAN ................................................... . 

URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) 
ANGGARAN ANGGARAN 

Jumlah Sumber Jumlah Sumber 
fRol fRnl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul A,rt Sep 

3 4 5 6 7 8 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Penyelenggaraan Belanja 
Penghasilan Tetap, 
1\mjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 
Penyediaan Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan Kepala 
Desa 
Belania Pee:awai 
Penghasilan Tetap & 
Tunianaan Ke...,1,. Desa 
<Rincian Obvek Belania> 
Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik 
dan Kearsican 

Pelayanan administrasi 
umum dan kependudukan 
(Surat Pengantar / Pelayanan 
KTP, Kartu Keluarga, dll) 
Belania Barana: dan Jasa 
Belania Jasa Honorarium 
<Rincian Obvek Belania> 
Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 
Pendidikan 

JUMLAH 
(Rp) 

0kt Nop Des 
9 



- 41 -

2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Perpustakaan/ 
TamanBacaan 
Desa/Sanggar Belajar 

2 1 05 5 3 Belania Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 
5 Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan 
Mendesak 

5 1 Penan---11~-~- Bencana 
5 1 00 5 4 Penanmrulanmm Bencana 
5 1 00 5 4 Belania Tak Terdusra 
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terdusra 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terdusra 

........... , .................................... . 
Kaur/Kasi .............................•... 

Diverifikasi oleh: 
Sekretaris Desa, 

( ............................................... ) 
( .............................................. ) Disetujui oleh: 

Kepala Desa, 

( ............................................. ) 
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I. Format Rencana Anggaran Kas Desa 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

Contoh 
KODE REKENING 

1 2 
a b C a b C d 

4 
4 1 
4 1 1 
4 1 1 ... 
4 2 
4 2 1 
4 3 
4 3 1 

4 3 1 .... 

5 
1 

1 1 

1 1 01 

RENCANA ANGGARAN KAS DESA 
TAHUN ANGGARAN .•..•.•••••..••.•...•..••...••••••.•..••.•..•.••••.• 

URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) 
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep 

3 4 5 

PENDAPATAN 
PADesa 
Hasil usaha 
<Obyek Pendaoatan> 
Transfer 
DanaDesa 
Pendapatan lain-lain 
Penerimaan dari Hasil Kerjasama 
Desa dengan Pihak Ketiga 

<Obyek Pendaoatan> 
dst. .. 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 

Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
Penyelenggaraan Belanja 
Penghasilan Tetap, Tunjangan 
dan Operasional Pemerintahan 
Desa 

Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan TuniarUlan Keoala Desa 

JUMLAH 
0kt Nopl Des (Rp) 

6 
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1 1 01 5 1 Belania Pegawai 

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan 
Kenala Desa 

-

1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania> 

1 3 
Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik dan 

-
Kearsioan 

1 3 01 
Pelayanan administrasi wnwn 
dan kependudukan (Surat 
Pengantar / Pelayanan KTP, Kartu 
Keluaroa- dlll 

1 3 01 5 2 Belania Barang dan Jasa 

1 3 01 5 2 2 Belania Jasa Honorarium 
<Rincian Obvek Belanja> 

2 
Pelaksanaan Pembangunan Desa 

2 1 
Pendidikan 

2 1 05 
Pembangunan/Rehabilitasi/Penin 
gkatan sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/SanHar Belaiar 

2 1 05 5 3 Belania Modal 

2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan 
Banrrunan 

1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 

5 
Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak 

5 1 
Penanomilanizan Bencana 

5 1 00 5 4 Penanmrutansran Bencana 

5 1 00 5 4 Belania Tak Terdue.a 

5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terdue.a 

5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terdue.a 
dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS 7 (DEFISffi 

6 PEMBIAYAAN 

6 1 Penerimaan Pembiavaan 
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6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 2 Pen~eluaran Pembiayaan 
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

dst 
SELISIH PEMBIAY AAN 

Jumlah Total Penerimaan 
Jumlah Total Pen2eluaran 
Selisih Penerimaan dan 

·········••1 ....................................................... . 
Kaur Keuangan, 

Diverifikasi oleh: 
Sekretaris Desa, 

( ................................................................. ) 

( .............................................. ) Disetujui oleh: 

Cara pengisian: 
Kolom 1, 2, 3, 4 
Kolom 5 

Kolom6 

diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa 
diisi dengan: 

Kepafa Desa, 

( ..................................................................... ) 

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu 
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur /Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana 

pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa 
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item 
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J. Format Buku Pembantu Kegiatan 
J.1. Buku Pembantu Kegiatan 

BUKU PEMBANTU KEGIATAN 
DESA .................... KECAMATAN ...................... . 
TAHUN ANGGARAN ......................................... . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) 
Bukti dari Kas 

(Rp) Belanja Belanja 
Barang Modal 

danJasa 
1 2 3 4 5 6 7 

Pindahan Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

~umlah 
rrotal Penerimaan Total Pen1teluaran 

Pengembalian 
keKasDesa 

(Rp) 

8 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 

Saldo Kas 
(Rp.) 

9 

....................... , ....................... . 
Kaur/Kasi. ............................... . 

( ................................................. ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi. 
Kolom 5 : diisi denganjumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. 
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa. 
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 
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J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat 

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT 
DESA .................... KECAMATAN ...................... . 
TAHUN ANGGARAN ......................................... . 

Nama Kematan: ...................................... 
No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor 

Bukti Uang (Rp) Barang/ Bukti Setor 
Tenaga keKas 
(Volume) Desa 

1 2 3 4 5 6 7 

Pindahan 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnva 

Jumlah 
n'otal 

Saldo Kas 
(Rp.) 

8 

............... , ..................... . 
Kaur/Kasi 

( ............................... ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga. 
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa. 
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K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Keglatan dan Anggaran 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINSI 

KODE 
REKENING 

1 2 
a b C a b 

Cara Pengisian: 

C d 

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 
Bulan: ........................................... Tahun: .................•... 

OUTPUT 

URAIAN Rencana Realisasi Sampai Saat ini 

Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran 
(Rp) {Ro) 

3 4 5 6 7 8 9 

Jumlah 

diisi dengan Kode Rekening 

Dana 
Desa 

Capaian (Rp) 
{%1 
10 11 

Kolom 1 dan 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa 
diisi volume kegiatan yang direncanakan 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

diisi satuan volume: 
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
• jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis"' M 
• kegiatan non fisik - paket 

diisi jumlah anggaran yang direncanakan 
diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini 
diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini 
diisi dengan jumlah dana yang digunakan 
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan 

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD) 
: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) 
: diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD 
: diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang 

SUMBER DANA 
Alokasi Lain- Bentuk 
Dana Lain Lain 
Desa (Rp) 
IRol 
12 13 14 

.......... , ....................... . 
Kaur/Kasi 

ttd 

( ....... ······················ .) 
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L. Format Surat Permintaan Pembayaran dan Format Pemyataan Tangung 
Jawab Belanja 

L.1. Format Surat Permlntaan Pembayaran 

Bidang 
Sub 
Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

DESA ........................ KECAMATAN ................................. . 
TAHUN ANGGARAN ............... . 

No URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTMN JUMLAH SISA DANA 
ANGGARAN S.D. YO SEKARANG SAMPAI SMT 

LALU INI 
(Ro.) (Ro.) (Ro.) (Ro.) (Ro.) 

1 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

Telah dilakukan 
verifikasi 
Sekretaris Desa, 

···············••1 ............. 20 ... . 

Disetujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa, 

Cara pengisian: 

Kaur/ Kasi.. ................... . 

( ........................................ ) 

Telah dibayar Iunas 
Kaur Keuangan, 

( ........................................ ) 

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1: dengan nomor urut. 
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3: diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 
10. Kolom 7: diisi dengan sisa anggaran. 
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L.2. Format Pemyataan Tanggung Jawab Belanja 

PERNYATMN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA ........................ KECAMATAN ................................. . 

TAHUN ANGGARAN ............... . 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 

NO. 

1 

JUMLAH lRo.l 

. . .. ... ..... .. .. . ..... .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. ... 
PENERIMA 

2 

URAIAN JUMLAH 
/Ro.I 

3 4 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk 
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . ' ................................. . 
Kaur/Kasi. .......................................... . 

( ..................................................... ) 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1: diisi dengan nomor urut. 
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pem bayaran yang ada di bukti belanja. 
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja. 
7. Kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja. 
8. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan. 
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M. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

KODE 
REKENING 

1 2 
a b C a b 

Cara pengisian: 

. . .. ... .. . .. ............ ...... . 
URAIAN 

3 
C d 

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 
Bulan : ................. Tahun : ................ . 

OUTPUT 

Rencana Realisasi 

Volume Satuan An~aran Volume Satuan Angaran 
, ..... , ••·.-

4 5 6 7 8 9 

Jumlah 

Kolom 1 dan 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

diisi dengan Kode Rekening 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa 
diisi volume kegiatan yang direncanakan 
diisi satuan volume: 

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M 
- kegiatan non fisik - paket 

diisi jumlah anggaran yang direncanakan 
diisi volume kegiatan yang terealisasi 
diisi satuan volume yang terealisasi 
diisi dengan jumlah dana yang digunakan 
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan 
diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa 
diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa 
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 
diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang 

Dana 
Desa 

Cae_~an (Rp) 
\"''7 

10 11 

SUMBER DANA 
Alokasi Lain- Bentuk 
Dana Lain (Rp) Lain 

Desa (Rp) 

12 13 14 

·············,···················· ....... . 
Kaur/Kasi 

ttd 

( .............................. ) 
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N. Format DPPAL 
N.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* 
TAHUN ANGGARAN .................•.................................. 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

KODE REKENING 

1 2 

a b C a b C d 

Diverifikasi oleh: 
Sekretaris Desa, 

( .......................... ) 

URAIAN ANGGARAN 

Jumlah Sumber 
IRcl 

Ket: Dils1 untuk kegiatan yang clilajutkan Baja 

REALISASI 
Anggaran Volume Jumlah 

kegiata Anggaran 
n 

Uumlah (Rp) % % Rp. 

disetujui oleh : 
Kepala Desa, 

( .......................... ) 

LANJUTAN 
Waktu Penarikan Anggaran (Rp) 

Penyelesaian 

hari Jan Feb Mar Jumlah 

......... , .................... . 
kaur/kasi ..............•. 

( .......................... ) 



O. Buku Kas Umum 

KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINSI 

NO TGL 

1 2 

a 

: 

KODE REKENING 

3 
1 2 
b C a b C d 
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BUKU KAS UMUM 
DESA .......................... . 

TAHUN ANGGARAN .............. •· 

JUMLAH 
URAIAN PENERIMAAN PENGELUA- NOMOR PENGELUARAN SALDO 

(Rp) RAN (Rp) BUKTI KUMULATIF (Rp) 
fRnl 

4 5 6 7 8 9 

JUMLAH Rn. Ro. Ro. Ro. 

Diverifikasi oleh: 
......... , .................... . 

Sekretaris Desa, 
kaur Keuangan 

( .......................... ) 
disetujui oleh : 

( .......................... ) 
Kepala Desa, 

( .......................... ) 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. 
Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana 

tertera dalam Peajabaran APB Desa. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana 

tertera dalam penjabaran APB Desa 
Kolom 5 
Kolom6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 

: diisi dengan jum.lah rupiah penerimaan 
: diisi dengan jum.lah rupiah pengeluaran 
: diisi dengan nomor bukti transaksi 
: diisi dengan netto transaksi 
: diisi dengan saldo kas. 



P. Format Buku Pembantu Kas Umum 
P.1. Buku Pembantu Bank 
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BUKU PEMBANTU BANK 
DESA ..•..................... KECAMATAN ............•..•..•............... 

TAHUN ANGGARAN .......•. 

NO. 
TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUKAN (Ro.) 

TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN BUNGABANK 
1 2 3 4 5 6 

TOTALTRANSAKSIBULANINI 
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transa.ksi Bank. 
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. 
Kolom 4 : diisi dengan bukti transa.ksi. 
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 
Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank. 
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 
Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank. 

PENARIKAN 
7 

BULAN 
BANKCABANG 
NOMER REKENING 

PENGELUARAN (Ro.) SALDO 
PAJAK BIAYAADM. (Rp.) 

8 9 10 

.............. , .................... . 
Kaur keuangan 

( ........... ······ ........ ) 
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P.2. Buku Pembantu Pajak 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
DESA ........................ KECAMATAN .................•................ 

TAHUN ANGGARAN •....... 

NO. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 
(Rol (Ro) (Ro) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

........... , ··························· 
Kaur Keuangan 

( ...................................... ) 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau 

Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom4 
Kolom 5 
Kolom 6 

pengeluaran (dari penyetoran pajak). 
: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. 
: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. 
: diisi dengan jumlah rupiah penerirnaan kas. 
: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 
: diisi dengan saldo buku kas bendahara. 
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P .3. Buku Pembantu Panjar 

BUKU PEMBANTU PANJAR 
DESA ............... KECAMATAN .............. . 

TAHUN ANGGARAN ......................................... . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima 
Bukti 

1 2 3 4 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor uru t. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 

5 

Pemberian 
lRo) 

6 

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga. 

Pertanggung- Saldo 
iawaban Paniar (Ro) 

7 8 

........... , .................. . 
Kaur Keuangan 

( ............................ ) 

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor /pemberitahuan kepada Bendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa. 



Q. Format Kuitansl 

KantorDesa 
Kecamatan 
Kabupaten 
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: < ••• Nama Desa ... > 
: < ••• Nama Kecamatan ... > 
: Ngawi 

Tanda Bukti Pen~eluaran Uan~ 

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa (Nama Desa) 

Uang sebesar 

Sebagai pembayaran 

Cat.a.tan Keuangan 

: Rp. < •.. jumlah dalam angka ... > 
< ••• jumlah dalam huruf...> 
< ... jumlah dalam huruf.. .> 

: < ... sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja) ... > 
< ••• sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja) ... > 

Yang Memberi, 
< ... Desa ... >, < ... tgl, bin, thn ... > 

Yang Menerima, 

< ... Nama Pemberi ... > < ... Nama Penerima ... > 
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R. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Semester Pertama 

Contoh 

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH DESA ............. . 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

REALISASI 
KODE REKENING URAIAN ANOOARAN ANGGARAN 

(Rp) (Rp) 
1 2 3 4 5 

a b C a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan> 
4 2 Transfer 
4 2 1 DanaDesa 
4 3 Pendapatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama 

~tarDesa 
4 3 1 .... <Obyek Pendaoatan> 

dst ... 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 
1 1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tun:~- ..... " Kenala Desa 

1 1 01 5 1 Belania Pemwai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan 

KeoalaDesa 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek BelanJa> 
1 3 Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsioan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluaraa dll) 

1 3 01 5 2 Belanja BaranR dan Jasa 
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 

<Rincian Obyek Belattja> 
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 

2 1 Pendidikan 

2 1 05 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pening 
k 
atan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 

2 1 05 
Desa/Sana:11ar Belaiar 

5 3 Belanja Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Oedung dan 

Banm.1nan 
2 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek Belanja> 

SUMBER 
DANA 

6 



5 

5 1 
5 1 00 5 
5 1 00 5 
5 1 00 5 
5 1 00 5 

dst 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

dst 

Cara pengisian: 
Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
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Penanggulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 
PenaneeulanganBcncana 

4 Penanrurulanean Bencana 
4 Belania Tak Terdup;a 
4 00 Belanja Tak Terduga 
4 00 00 Belanja Tak Terdu2.a 

JUMLAH BEi.ANJA 
SURPLUS l{DEFISITl 

PEMBIAYAAN 
1 Penerimaan Pembiavaan 
1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
2 Pene:eluaran Pembiavaan 

2 1 Pembentukan Dana Cadane:an 
2 2 1 Pembentukan Dana CadanJ?.an 

SELISIH PEMBIAYMN 

............... , ........................... 20 .... . 

Kepala Desa, .......... . 

( ...................................... ) 

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 
a. bidang; 
b. Sub Bidang; dan 
c. kegiatan. 
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan: 
- Bagian pendapatan diisi: 

a. Pendapatan; 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan. 

- Bagian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Peraturan 
Bupati ini) 
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan 
(kolom l .c) terkait 
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s. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa . . 
s.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Reahsas1 APB Desa 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KEPALA DESA ..... {Nama Desa) 
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN NGAWI 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nam.a Desa) 
NO MOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAW ABAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besamya 
kemakm uran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . .. .. termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 
yang disusun sesuai dengan kebuluhan pcnyelenggaraan 
pemerintahan Dcsa perlu dipertanggungjawabkan 
pelaksanaannya; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa lentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa {APB Desa) Tahun 
Anggaran .... 

l. ... ; 
2 .... ; 
3 ... . dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Na.ma Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG­
JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA ..... TAHUN ANGGARAN ..... 
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Pasall 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... 
dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelelnggaran Pemerintahan Desa 
b. Bidang Pembangunan Desa 
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 

dan Mendesak Desa 
Jumlah Belanja 

Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan 

Pasal 2 

Rp ............... . 

Rp .............. .. 
Rp ............... . 
Rp ............... . 
Rp .............. .. 

Rp ............... . 
Rp ............... . 

Rp ............... . 
============= 

Rp ............... . 
Rp .............. .. 

Rp .............. .. 

Uraian lebih lanjut mengenai basil pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercntum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan Keuangan 
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-

31 Desember Tahun Anggaran .... 
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Desa. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. 

agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh 
Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di ........... . 
pada tanggal ........... . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ......... . 
pada tanggal ........ .. 
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 
LEMBARAN DESA ...... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR .... 



S.2. Format Laporan Keuangan 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN .••.. 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
APB DESA 

Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa ABC 

Kecamatan KLM 
Kabupaten XYZ 

Tahun Anggaran 20xl 

Daftar Isi 

I Laporan Realisasi APBDes 
II Catatan Atas Laporan Keuangan 

A. Informasi Umum 
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 
2 Pendapatan Asli Desa 
3 DanaDesa 
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 
5 Alokasi Dana Desa 
6 Bantuan Keuangan Propinsi 
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota 
8 Pendapatan Lain lain 
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa 
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
# Pembiayaan 
# Aset Desa 
# Penyertaan Modal Desa 

# •••·•••• 
Lampiran 

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa 
Lampiran 2 - ............................... . 

halaman 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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S.2.a. Format Laporan Reallsasl APB Desa 

LAPORAN REALISASI APB DESA 
PEMERINTAH DESA ABC 

Kecamatan KLM 
Kabupaten XYZ 

TAHUN ANGGARAN 20xl 

Ref 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Desa C.2 
Pendapatan Transfer 

DanaDesa C.3 
Bagian dr basil pajak dan Retribusi Daerah C.4 
Alokasi Dana Desa C.5 
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 

Pendapatan Lain lain C.8 
JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9danC15 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10danC15 
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan ClS 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 danClS 
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan C.13 dan ClS 
Mendesak Desa 

JUMLAH BELANJA C.14 
SURPLUS/ (DEFISIT) 

PEMBIAYMN C.15 
Penerimaan Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 

PEMBIAY MN NE'ITO 
SILPA TAHUN BERJALAN 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
xxx.xxx xxx.xxx XXX 

x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx 
xx.xxx xx.xxx xx 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xx.xxx xx.xxx xx 
XXX XXX XXX 

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan 
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S.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, 
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20xl 

A. Informasi Umum 
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecarnatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai 
dengan Keputusan Bupati No ....... Tanggal ...... , saat ini kepengurusan Pemerintahan 
DesaABC 
1. Kepala Desa : XXXXX 
2. Sekretaris Desa: YYYYY 
3. Bendahara Desa : ZZZZZ 
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ................ , Desa ABC, Kecarnatan KLM, 
Kabupaten XYZ 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar 
barga peroleban. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan 
Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 

SILPA tahun anggaran 20xl 
Mutasi Potongan Pajak 

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan 
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 

Saldo Kasper 31 Desember 20xl 

2. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: 

Pendapatan Asli Desa terdiri dari: 
a. Hasil Usaha 
b. Hasil Aset 
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 
d. Lain-lain PADes yang sah 

3. DanaDesa 

Anggaran 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

XXX 
XXX 

(XXX) 

Realisasi 

XXX 

XXX 

x.xxx 

{Lebih)/ 
kurang 

XXX.XXX XXX 

XXX.XXX XXX 

XXX.XXX XXX 

XXX.XXX XXX -----xxx.xxx XXX -----

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleb dari APBN. Jumlah 
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 
Tahap 2 

4. Bagian dari basil pajak dan Retribusi Daerah 

Anggaran 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

XXX.XXX XXX 
xxx.xxx _____ xxx ___ 
XXX.XXX XXX -----

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari basil pajak dan Retribusi Daerah 
adalah sebagai berikut: 

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
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5. Alokasi Dana Desa (ADD) 
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai be_i_k_u_t: __ _ 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Tahap 1 xxx.xxx xxx.x.xx XXX 

Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

6. Bantuan Keuangan Propinsi 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah 
sebagai beikut: 

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

............ xxx.xxx xxx.x.xx XXX 

............ xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

7. Bantuan Keuangan Kabupaten 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantu an Keuangan Kabupaten ........... adalah 
sebagai 

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

............ xxx.xxx xxx.xxx XXX 

............ xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan lain-lain terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

Penerimaan dari basil kerjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Penerimaan dari basil kerjasama Desa dengan 
pibak ketiga xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang 
berlokasi di Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di 
kas Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bunga bank xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Lain-lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

9. Belanja- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: ----

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa 
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari: -----

Anggaran Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.x.xx XXX 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
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11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari: ________ _ 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana 
dan keadaan darurat sebagai beriku t 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

............... xxx.xxx xxx.xxx XXX 

............... xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

14. Belanja Desa dalam klasiflkasi ekonomi 
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Pegawai 
Penghasilan Tetap dan Tunjanga.n Kepala Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Belar:l:a Barang dan Jasa yang Diserahkan 
kepa a Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
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15. Belanja Desa dalam klasiflkasi Sub Bidang (Fungsi) 

Anggaran Realisasi 
(Lcbih)/ 
kurang 

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa 
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 
Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan 
Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan xxx.xxx xxx.:xxx XXX 

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bidang Pembangunan Desa 
Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 
lnformatika xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, 
dan Pelindungan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Pertanian dan Petemakan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Menengah (UMKM) 
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat 
dan Mendesak Desa 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Keadaan Darurat xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

16. Pembiayaan 
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.x:xx xxx.xxx XXX 

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx XXX 
2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 
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Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 
1. Pembentukan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

17. Aset Desa 
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut: 

Penambah-
20x0 20xl an/(Pengu-

ransan} 
Tanah xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Jalan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Jembatan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Irigasi/ Em bung/ Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Jaringan/lnstalasi xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Aset Tetap lainnya xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Konstruksi dalam Pengerjaan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada 
lampiran .... 

18. Penyertaan Modal Desa 
Pemyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut: 

Penamba-
20x0 20xl han/(Pen-

&!:!ransanl 
BUMDesXXX xxx.xxx xxx.xxx XXX 

BUMDesYYY xxx.xxx xxx.xxx XXX 
.......... xxx.xxx xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

19. dst 



S.2.c. Format Rinclan Aset Tetap Desa 

Contoh 

No. Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap 

Tanah 
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Pemerintah Desa ABC 
Kecarnatan KLM, Kabupaten XYZ 

Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx 

Bukti Kepemilikan 

Tanggal 

Kode 
Aset 

Tetap 
Tahun 

Perolehan Nilai Perolehan 

1. Tanah Persil A. , Luas 2200 m2 HGB 230/2014 2 Juli 2014 2014 
1998 

50.000.000 

II 

2. Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m 
3 .................................... . 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 
1.Komputer, PC 
2 •••••••••••••••••••• 

ID Kendaraan 
1.Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: OS BPKB 
2 .•.•.••.•.•.•.••.•.. 

IV Gedung dan Bangunan 
1.Bangunan Kantor, Luas 200 m2 1MB 
2 .•.••••.•.•.•.•••••• 

V Jalan 
1.Jalan Desa Lokasi di .............. , 800m 
2 ..••.••.•.•.•.••.•.. 

VI Jembatan 
1.Jembatan XYZ Lokasi di .....•..•.. , 50m 
2 .••••.•.•.••••.•.•.• 

VII lrigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase 
1.Embung XYZ, Lokasi di ............. . 
2 ................... . 

vm Jaringan/Instalasi 
1.Jaringan Listrik Desa, Lokasi di •.......• 
2 ................... . 

IX Aset Tetap lainnya 
1.Sapi 3 ekor 
2 .•.••••.•.••••••••.• 

X Konstruksi dalam Pengerjaan 
1. Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi 
2 ................... . 

Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx 

1231212 4 Des 2014 

423 23 Jul 
2014 

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB) 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

Konstruksi 
201 

5.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

120.000.000 

30.000.000 

65.000.000 

485.000.000 

Kondisi Aset 
Tetap*} 

baik 

Keterangan 

rusak ringan nilai perolehan belum diketahui 

baik 

baik 

baik 

baik 

baik 

baik 

baik 



S.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
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LAPORAN REALISASI KEGIATAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA 
NOMOR ••• TAHUN ••• 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI APB DESA 

PRO\'INSI PERlODE 01 JANUARI - 30 JUNl (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER * 
TAHUN ANGGARAN .... 

DES~ . ---------- ...... 
KEC AN . -------·-······ 
K.~"fKEffllffl . ··-·-----······ 
DRQVINSI . ··-·-----······ 

KODE URAIAN NAMA OUTPUT OUTPUT 
REKENING RENCANA REALISASI 

I 

b 
Volume Satuan Anggaran Volume ~atuan Anggaran 

a C fRo\ 
1 2 3 4 5 6 7 

a b C 

Jumlah 

lf.f;.\~~~: 
". --~ :satu Cara Pengisian Kolom: 
~ \ : filisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: 

¼. Untuk Kode rekening Bidang; 
\!i.. Kode Rekening Sub Bidang; dan 

•c. Kode Rekening Kegiatan 
iii:dtmml! 
~3 
Wm1lm:D4 
Kolom5 

: diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan 
: diisi nama output dari kegiatan 
: diisi volume kegiatan yang direncanakan 
: diisi satuan volume: 

jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M 
kegiatan non fisik - paket 

- dU 

fRo\ 
8 9 

SUMBER DANA 
Dana Alokasi Lain-
Desa Dana Desa Lain 

Capaian (%) (Rp) (Rp) (Rp) 

10 11 12 13 

........................ , ···················· 
KepalaDesa 

Ttd 
( .......................... ) 

Bentuk 
Lain 

14 



Kolom6 
Kolom 7 
KolomS 
Kolom9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

: cliisi dengan jumlah dana yang dianggarkan 
: cliisi volume kegiatan yang terealisasi 
: diisi satuan volume 
: cliisi realisasi anggaran yang digunakan 
: cliisi dengan progres prosentase capaian 
: cliisi denganjumlah penggunaan Dana Desa (DD) 
: cliisi denganjumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
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: diisi denganjumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD 
: diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan / atau pihak lain yang tidak berbentuk uang 
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S.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang 
Masuk Ke Desa 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI APB DESA 

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsj 

No. Program 
Jenis 

I<cgialan 

Lokasi Volume 

An111.arnn 

Satuan Jumlah Sumber Dana 

..................... , ............................................ . 
KcpaJa Desa 

( ............................................... ) 

,;, 


